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Menimbang  : 

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu di lingkungan Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia dipandang perlu untuk ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI). 

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan. 

 

Mengingat   : 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021tentang Standar Nasional Pendidikan; 

f. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  

g. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

h. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia  

i. Renstra Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2024-2029  

 

Menetapkan : 

1. SPMI di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. 

2. SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas dijelaskan lebih rinci 

dalam lampiran surat keputusan ini. 

3. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada kas 

Universitas. 

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 
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1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Visi 

Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030. 

Misi 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi, 

sesuai perkembangan zaman. 

b. Mengembangkan penelitian inovatif berbasis IPTEKS sesuai kebutuhan masyarakat. 

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis budaya dan lingkungan. 

d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi lainnya untuk 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di masyarakat. 

2. Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis IPTEKS serta mengusung kebaruan 

(novelty). 

3. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi di tingkat nasional dan 

internasional. 

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat. 

5. Mewujudkan SDM civitas akademika yang unggul dalam manajemen kampus. 

6. Menjadikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi 

terkemuka dalam pelayanan masyarakat berbasis Tri Hita Karana. 

Sumber: https://mahadewa.ac.id/visi-misi-tujuan/  

 

2. Latar Belakang dan Tujuan  SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

 

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, 

pengendalian dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan (stake holder) internal dan eksternal 

perguruan tinggi yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, 

asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran 

perguruan tinggi. 

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu 

https://mahadewa.ac.id/visi-misi-tujuan/


penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan nilai dasar visi dan misi perguruan 

tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan 

transparansi perguruan tinggi. 

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan 

pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif 

mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan 

pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Selanjutnya, di dalam Pasal 52 

UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri (dalam hal ini 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang 

pada saat buku ini disusun adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi) dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) Standar 

Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Sebagai tindak lanjut dari amanat pada Pasal 52 

UU Dikti, Menteri telah beberapa kali menetapkan peraturan tentang SPM Dikti dan 

peraturan yang terkini adalah Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Pengertian SPM 

Dikti dinyatakan pada BAB I Ketentuan Umum, yaitu rangkaian unsur dan proses 

terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur 

dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. ebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 54 UU Dikti, Standar Dikti 

terdiri atas: 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, 

terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan Standar Penelitian, dan 

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta 

2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan 

mengacu pada SN Dikti, terdiri atas: Standar dalam Bidang Akademik; dan Standar 

dalam Bidang Nonakademik; SN Dikti diatur di dalam Bab II Permendikbudristek 

53 Tahun 2023, dan diuraikan lebih lanjut pada Subbab II.D buku ini. Oleh karena 

SN Dikti pada peraturan tersebut bersifat framework (hanya memberikan kerangka), 

maka di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh 

PT: merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan 



substansi yang ditetapkan PT, dan memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal 

tingkat mutu dan keluasan substansi. 

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan dalam sebuah sistem 

yang disebut sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT), yang terdiri atas: 

1) penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistemik oleh perguruan tinggi sendiri 

(internally driven) yang disebut sebagai sistem penjamin mutu internal (SPMI); 2) 

Penjaminan mutu yasng dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar perguruan 

tinggi yang disebut sebagai sistem penjamin mutu eksternal (SPME). Badan atau 

lembaga di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan SPME dapat beraras nasional 

ataupun internasional dengan syarat diakui oleh pemerintah. SPME dikenal sebagai 

akreditasi yang untuk saat ini pada aras nasional dijalankan oleh badan akreditasi 

nasional perguruan tinggi (BAN-PT).   

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi harus didukung oleh ketersediaan 

data dan informasi tentang perguruan tinggi secara akurat lengkap dan mutahir. Data 

dan informasi tersebut dikelola oleh suatu pangkalan data pada masing-masing 

perguruan tinggi. Kemudian data dan informasi yang berasal dari pangkalan data 

pada masing-masing perguruan tinggi dihimpun dikelola dan dikendalikan oleh 

suatu pangkalan data perguruan tinggi dalam PD- Dikti pada aras nasional yang 

dikelola oleh Dirjen Dikti. Hasil pelaksanaan SPMI oleh masing- masing perguruan 

tinggi merupakan bahan dalam SPME atau akreditiasi oleh BAN-PT atau lembaga 

mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui pemerintah. 

Kebijaksanaan SPME Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah 

dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu 

Universitas memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam 

penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud 

budaya mutu pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. 

Penjaminan mutu pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

dilakukan melalui sistem secara sistemik dan bekelanjutan melalui sistem 

penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, 

sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 Permendikbbudristek 53 Tahun 2023 

diterbitkan sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi yang 

berkelanjutan dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, baik itu peraturan 

tentang standar, maupun peraturan tentang penjaminan mutu, yang dirasakan perlu 

diperbarui untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Selain 



itu, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 juga merupakan sinkronisasi dan 

harmonisasi berbagai pengaturan yang terkait penjaminan mutu, standar nasional, 

dan penyelenggaraan akreditasi sehingga berbagai peraturan terdahulu dapat 

diintegrasikan dalam satu peraturan yang sekarang berlaku, yang terdiri atas; Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dalam 

hal ini oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. SPMI dilakukan melalui 

penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) 

terhadap Standar Pendidikan Tinggi (SPT)1, atau dikenal sebagai siklus PPEPP 

terhadap standar.  

 

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan  Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia berkeyakinan bahwa SPMI Universitas PGRI Mahadewa 

Indonesia bertujuan untuk: 

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan 

sesuai Standar SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang telah 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa 

Indonesia, Nomor …………????, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi 

penyimpangan Standar SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, akan 

segera dilakukan koreksi. 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang 

tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan 

Standar SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang telah ditetapkan. 

3. Mengajak semua pihak dalam Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk 

bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan 

mutu. 

 

3.Garis Besar Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, antara lain:  

A. Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi 

Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI 

- Berorientasi pada stakeholder (PT dan luar PT). 

- Mengutamakan kebenaran. 

- Pengembangan kompetensi personil. 

- Partisipatif dan kolegial. 



- Keseragaman metode. 

- Inovasi dan berkelanjutan. 

- … dsb (sesuai prinsip dan azas yang diterapkan PT) 

Dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit yang ada dalam 

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diwajibkan mengikuti asas-asas manajemen 

sebagai berikut. 

1. Siap untuk diaudit atau diperiksa, yaitu bahwa setiap unit yang ada dalam 

lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia siap untuk diaudit atau 

diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang 

audit SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. 

2. Asas akuntabilitas, dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada 

perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis. 

3. Asas transparansi, kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada 

tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya 

untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin 

terwujudnya sinergi. 

4. Asas kualitas, kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan 

kualitas input, proses, output, dan outcome. 

5. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, 

terstruktur, sistematik, komperensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi 

dan tujuan kelembagaan. 

6. Asas hukum, semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku penegakannya 

dijamin oleh Negara. 

7. Asas manfaat, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademik, institusi, bangsa dan 

Negara. 

8. Asas kesetaran, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak 

untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang legal. 

9. Asas kemandirian, pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada 

kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya 

yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang 

secara sistematik dan terstruktur. 



10. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan 

dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan universitas untuk kemudian 

diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim 

audit. 

 

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan tingi pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia selalu 

dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan 

perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. 

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan basis 

model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas 

PGRI Mahadewa Indonesia. 

B. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi 

SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang, dilaksanakan, dan 

ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun tujuannya, yaitu : 

1. Memastikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, 

dan tujuan universitas serta sesuai dengan standar perguruan tinggi yang 

ditetapkan. 

2. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dan kepada masyarakat 

tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai standar. 

3. Mendorong semua pihak/unit di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa 

Indonesia untuk bekerja sama mencapai tujuan yang berkelanjutan berupaya 

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia. 

 Rincian kebijakan akan dilakukan oleh civitas akademika Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai 

standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak 

bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi real dengan standar, akan 

segera diperbaiki. 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang 



tua atau wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan 

dengan berpatokan pada Standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk 

meningkatkan mutu. 

3. Manajemen pelaksanaan SPMI pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan. 

 

Strategi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didalam melaksanakan SPMI 

adalah: 

- Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika 

untuk melakukan siklus SPMI menggunakan metode PPEPP (Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). 

- Melibatkan secara aktif bahwa, semua sivitas akademika sejak tahap 

perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI. 

- Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan 

sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI. 

- Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan 

staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor 

internal. 

- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para 

pemangku kepentingan secara periodik. 

 

Pelaksanaan SPMI universitas dan unit di Universitas PGRI Mahadewa 

Indonesia 

- Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki 3 Fakultas yang 

membawahi 13 Prodi, 3 Biro, beberapa lembaga dan UPT. 

- Menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit kerja akademik maupun 

non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap 

aktivitasnya. 

- Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan 

lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu 

dari tahun ajaran 2020/2021 monev dilakukan persemester sedangkan audit 



dilakukan setahun sekali. 

Membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, 

merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan 

mengembangkan SPMI. unit kerja ini dinamakan Badan Penjaminan Mutu. 

C. Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik)  

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non 

Akademik, Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT (kewajiban perguruan 

tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat (Tridharma). Bidang Non Akademik meliputi: organisasi, keuangan, 

kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. 

D. Manajemen SPMI Perguruan Tinggi  

Model manajemen implementasi SPMI Universitas PGRI Mahadewa 

Indonesia Pencapaian  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan  melalui  

penerapan  SPMI berdasarkan dua prinsip yaitu peningkatan/perbaikan proses 

yang berkesinambungan (continous improvement) dan peningkatan standar mutu 

yang berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continous 

improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality 

dilaksanakan melalui mekanisme siklus kendali mutu. Penerapan PPEPP secara 

konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus menerus) pada mutu 

pendidikan tinggi. Konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan 

melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjuan seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peningkatan standar melalui PPEPP 
 

 



Sementara itu peningkatan standar mutu yang berkelanjutan atau sustainable quality 

dilakukan dengan siklus kendali seperti pada gambar 2 dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu 
 

 

 

Dengan model manajemen PPEPP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan 

serangkaian aktivitas yang tepat, kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui 

strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan 

dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. 

Dengan manajemen PPEPP setiap unit dalam lingkungan Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk 



menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI 

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang telah di tetapkan, hasil ini akan 

dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan pimpinan 

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan 

unit dan pimpinan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan diputuskan 

langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan dan 

peningkatan mutu, semua proses ini seperti terlihat pada gambar 2 di atas. 

1. SPMI ini akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui 

strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. 

2. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut 

akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah 

yang lebih baik secara berkelanjutan. 

3. Setiap unit dalam lingkungan secara berkala harus melakukan proses 

evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan 

standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

4. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit 

bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. 

5. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan 

membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. 

6. Setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk 

diaudit dan diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat 

pelatihan khusus tentang audit SPMI. 

7. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan 

dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas untuk kemudian diambil 

tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim 

auditor. 

8. Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin setiap kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan 

bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan 

kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah 

perbaikan secara berkelanjutan. 



9. Hasil pelaksanaan SPMI membantu kesiapan semua prodi dalam universitas 

untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh 

BAN-PT ataupun lembaga asing yang kridible. 

10. Untuk mencapai tujuan SPMI universitas tersebut diatas dan juga untu 

mewujudkan visi, misi serta tujuan universitas, maka sivitas akademika 

melaksanakan SPMI pada setiap arah dalam universitas selalu berpedoman 

pada prinsip: 

1. Beorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal 

2. Mengutamakan kebenaran 

3. Tanggung jawab social 

4. Pengembangan kopetensi personil 

5. Partisipatif dan kolegial 

6. Keseragamaan metode 

7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan. 



E. Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Jumlah dan nama Standar SPMI  

Bidang Akademik  

a. standar pendidikan standar yang dijabarkan menjadi standar lulusan, standar 

proses, standar penilaian, standar pengelolaan pendidikan, standar isi, standar 

dosen dan tendik, standar sapras dan standar pembiayaan   

b. standar penelitian ada 3 standar luaran , standar proses, standar masukan  

c. standar Pengabdian Masyarakat ada 3 standar luaran , standar proses, standar 

masukan  

Bidang Non Akademik  

Standar Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan , Standar 

Ketenagaan dan Standar sarana & prasarana  

 

4. Informasi terkait Perangkat SPMI  

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi (PT) adalah suatu sistem 

yang dirancang untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara internal dalam sebuah 

institusi. SPMI membantu perguruan tinggi menjalankan proses akademik dan administrasi 

dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa perangkat SPMI 

yang umum di perguruan tinggi: 

1. Kebijakan Mutu 

Kebijakan ini berisi arah dan tujuan strategis perguruan tinggi dalam menjamin mutu 

pendidikan. Biasanya mencakup komitmen institusi dalam mencapai standar tertentu yang 

relevan dengan akreditasi dan pencapaian kualitas pendidikan yang baik. 

2. Manual Mutu 

Manual ini menjelaskan mekanisme, tanggung jawab, serta prosedur pelaksanaan 

penjaminan mutu di setiap bagian perguruan tinggi. Dokumen ini memberikan panduan 

bagaimana kebijakan mutu diterapkan dalam berbagai unit organisasi. 

3. Standar Mutu 

Berupa dokumen yang menjelaskan standar-standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi, 

seperti: 

Standar Pendidikan: Standar proses belajar mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana, 

serta hasil pembelajaran. 



Standar Penelitian: Standar terkait proses, hasil, dan publikasi penelitian. 

Standar Pengabdian Masyarakat: Standar tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 

4. Prosedur Operasional Baku (POB) 

POB adalah dokumen yang merinci tata cara atau prosedur untuk memastikan bahwa setiap 

proses dalam perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contoh 

POB bisa mencakup proses pembelajaran, bimbingan akademik, hingga pengelolaan 

fasilitas. 

5. Formulir dan Dokumen Pendukung 

Perangkat ini mencakup formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

penjaminan mutu, seperti form evaluasi pembelajaran, form kepuasan mahasiswa, dan 

form monitoring kinerja dosen. 

6. Evaluasi Diri 

Evaluasi diri adalah proses penilaian internal yang dilakukan secara berkala oleh perguruan 

tinggi untuk mengetahui sejauh mana standar mutu telah tercapai. Evaluasi ini mencakup 

kinerja akademik, layanan administratif, dan kegiatan lainnya. 

7. Audit Mutu Internal (AMI) 

Audit Mutu Internal adalah proses peninjauan secara sistematis terhadap penerapan SPMI 

di perguruan tinggi. AMI dilakukan oleh tim independen dalam institusi untuk memastikan 

bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar dan kebijakan yang ditetapkan. 

8. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

Setelah audit dan evaluasi dilakukan, perlu ada pelaporan hasil serta rencana tindak lanjut 

untuk perbaikan mutu. Proses ini memastikan adanya tindakan korektif atas kelemahan 

atau kekurangan yang ditemukan. 

9. Dokumentasi Kinerja dan Monitoring 

Perangkat ini mencakup mekanisme untuk mendokumentasikan semua pencapaian, 

evaluasi, dan aktivitas yang terkait dengan mutu. Monitoring berkala dilakukan untuk 

memeriksa keberlanjutan implementasi sistem mutu. 

 

 

5. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian proses yang 

dirancang dan diimplementasikan oleh perguruan tinggi untuk memastikan mutu 

pendidikan tinggi terus terjaga dan meningkat. SPMI merupakan bagian dari Sistem 



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 

12 Tahun 2012 dan diperbaharui dengan keluarnya Permendikbudristek No 53 tahun 

2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

Luas lingkup SPMI mencakup seluruh aspek kegiatan akademik dan non-

akademik di perguruan tinggi. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup SPMI 

antara lain: 

- Proses Pembelajaran: Meliputi kurikulum, metode pengajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan pengembangan profesional dosen. 

- Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Mencakup kualitas dan 

relevansi penelitian, serta keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat. 

- Manajemen dan Organisasi: Termasuk tata kelola institusi, manajemen 

sumber daya manusia, serta fasilitas dan infrastruktur. 

- Layanan Mahasiswa: Meliputi layanan akademik, bimbingan karir, dan 

layanan kesejahteraan mahasiswa. 

- Sumber Daya: Menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, 

serta fasilitas dan infrastruktur. 

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Fokus utama cakupan yang akan 

dilakukan adalah penemuan standar manual, standar nasional pendidikan untuk 

perguruan tinggi, ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat, serta standar yang selama ini sudah ada di Universitas PGRI Mahadewa 

Indonesia. Standar lainnya ini ada pada aspek proses pendidikan dan aspek lain yang 

mendukung aspek pendidikan. 

Selain itu luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga 

mengcakup juga aspek lain bukan hanya kegiatan akademik semata, seperti aspek 

kesejahteraan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai 

pihak, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

6. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 

 

Kebijakan SPMI berlaku dari tinggkat institusi (Rektorat), biro, tingkat fakultas, 

dan program studi. Implementasi kebijakan diatur oleh Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Implementasi SPMI melibatkan beberapa tahapan utama yang sering disebut 



dengan siklus PPEPP: 

- Penetapan (P): Menetapkan standar mutu yang harus dicapai oleh institusi. 

- Pelaksanaan (P): Mengimplementasikan kegiatan untuk mencapai standar 

mutu yang telah ditetapkan. 

- Evaluasi (E): Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian 

standar mutu. 

- Pengendalian (P): Melakukan pengendalian terhadap proses dan hasil agar 

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

- Peningkatan (P): Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan 

perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia, yaitu Rektorat, Fakultas, Biro, Lembaga, Prodi dan Unit Kerja 

lainnya. Di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjamin mutu internal 

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terdiri atas Senat Akademik, Pimpinan 

universitas, dan Badan Penjaminan Mutu. Di tingkat Fakultas dan prodi, pemegang 

kepentingan sistem penjamin mutu internal terdiri dari Pimpinan Fakultas dan Gugus 

Penjaminan Mutu di tingkat fakultas. 

 

7. Istilah dan Definisi 

Istilah dan Definisi untuk membentuk persamaan persepsi mengenai peristilahan 

dalam kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) ini, berikut ini akan 

diuraikan definisi peristilahan tersebut sebagai berikut : 

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal. 

2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI 

yang berlaku di universitas. 

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis bagaimana 

menetapkan , melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan serta mengingkatkan 

standar SPMI. 

4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, 

spesifikasi, menjadi sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 



5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam institusi secara periodik untuk 

memeriksa, mengevaluasi, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu 

tertentu untuk mengetahui kekuatan dan kekurangannya. 

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan 

oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelasanaan SPMI dan 

mengoreksi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap 

unit dalam lingkungan universitas. 

7. Monitoring adalah suatu penilaian atau assessmen yang rutin, terkait aktivitas dan 

perkembangan yang sedang berlangsung, monitoring SPMI di Universitas PGRI 

Mahadewa Indonesia dilakukan pada pertengahan semester/sewaktu-waktu 

sesuai kondisi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Evaluasi 

adalah penilaian yang bersifat periodik terkait semua pencapain, evaluasi SPMI di 

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan pada setiap semester. 

 

Definisi / Istilah Dalam Dokumen Kebijakan SPMI.  

1. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal): Sistem yang dikembangkan dan 

diterapkan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan 

akademik dan non-akademik memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta 

berfokus pada peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

2. Mutu Pendidikan: Tingkat keunggulan pendidikan yang diukur berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan, mencakup kualitas input, proses, output, dan 

outcome pendidikan. 

3. Standar Mutu: Patokan atau ukuran yang digunakan untuk menilai dan 

mengevaluasi kualitas suatu kegiatan atau produk, mencakup berbagai aspek 

seperti kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. PPEPP: Siklus dalam SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus ini digunakan untuk memastikan dan 

meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 

5. Penetapan Standar (Penetapan): Proses menentukan standar mutu yang harus 

dicapai oleh perguruan tinggi berdasarkan kebijakan, visi, misi, dan tujuan 

institusi. 

6. Pelaksanaan Standar (Pelaksanaan): Proses implementasi atau penerapan 

kegiatan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. 

7. Evaluasi Pencapaian Standar (Evaluasi): Proses pengumpulan dan analisis 



data untuk menilai sejauh mana standar mutu telah dicapai. 

8. Pengendalian Pencapaian Standar (Pengendalian): Proses pengawasan dan 

koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan standar mutu 

yang ditetapkan. 

9. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Peningkatan): Upaya perbaikan dan 

pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi 

dan pengendalian. 

10. Manual SPMI: Dokumen resmi yang menjelaskan prosedur, mekanisme, dan 

tata cara pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi, termasuk siklus PPEPP dan 

penjaminan mutu di semua aspek kegiatan. 

11. Dokumen Kebijakan Mutu: Dokumen yang menguraikan kebijakan dan 

komitmen perguruan tinggi terhadap penjaminan mutu pendidikan, serta strategi 

untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan. 

12. Akreditasi: Proses penilaian dan pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi atau 

program studi oleh lembaga akreditasi yang berwenang, berdasarkan standar 

tertentu. 

13. Badan Penjaminan Mutu (BPM): Unit atau bagian di perguruan tinggi yang 

bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI. 

14. Stakeholder (Pemangku Kepentingan): Pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dan terpengaruh oleh kualitas pendidikan di perguruan tinggi, seperti 

mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat. 

15. Kurikulum: Rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

16. Audit Mutu Internal: Proses sistematis dan independen untuk menilai 

kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi, dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 

17. Layanan Akademik: Fasilitas dan bantuan yang disediakan oleh perguruan 

tinggi untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti perpustakaan, 

laboratorium, dan pusat sumber belajar. 

18. Layanan Non-Akademik: Fasilitas dan bantuan yang disediakan untuk 

mendukung kesejahteraan mahasiswa, seperti layanan kesehatan, bimbingan 

karir, dan kegiatan kemahasiswaan. 



8. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan 

Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra  
1. Kebijakan Mutu dan Visi-Misi Perguruan Tinggi 

Hubungan: Kebijakan mutu SPMI harus sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi. 

Visi dan misi mencerminkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perguruan 

tinggi, sementara kebijakan mutu berperan memastikan bahwa langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan tersebut memenuhi standar kualitas tertentu. 

Dokumen Terkait: Visi-misi perguruan tinggi, Renstra (Rencana Strategis) perguruan 

tinggi. 

2 Statuta Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki 

hubungan yang erat dalam mengelola dan menjamin kualitas pendidikan di sebuah 

perguruan tinggi. Statuta merupakan dokumen dasar yang mengatur segala aspek 

kelembagaan perguruan tinggi, termasuk tata kelola, otonomi, dan struktur organisasi, 

sementara SPMI adalah sistem yang menjamin mutu akademik dan non-akademik sesuai 

dengan standar yang ditetapkan 

 Statuta memberikan legitimasi kelembagaan untuk melaksanakan sistem penjaminan 

mutu. Misalnya, statuta mungkin mencakup pembentukan unit penjaminan mutu internal 

(Lembaga Penjaminan Mutu) yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI. 

A. Kebijakan Mutu dan Visi Misi 

 Statuta menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perguruan tinggi yang 

menjadi acuan utama dalam perencanaan strategis, termasuk kualitas pendidikan dan 

penelitian. SPMI harus diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam 

statuta. Kebijakan mutu dalam SPMI diturunkan dari visi dan misi perguruan tinggi, 

sehingga SPMI bertindak sebagai alat untuk memastikan bahwa perguruan tinggi 

mencapai visi dan misinya dengan cara memenuhi standar mutu yang tinggi. 

B. Struktur Organisasi dan Pelaksanaan SPMI 

Statuta mengatur struktur organisasi perguruan tinggi, termasuk penunjukan rektor, 

dekan, senat akademik, serta unit atau lembaga penunjang seperti Badan  Penjaminan 

Mutu (BPM). Dalam SPMI, lembaga atau unit penjaminan mutu yang diatur dalam statuta 

memiliki tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan memantau sistem 

penjaminan mutu. Struktur ini memungkinkan implementasi SPMI yang sistematis dan 

formal dalam perguruan tinggi. 


